BAB 1V

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai Strategi Penigkatan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan e -ktp

di kantor catatan sipil Kabupaten Manggarai, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Kualitas ,

Kehidupan kerja secara keseluruhan dirasakan Sebagian besar pegawai kantor catatan
sipil kabupaten manggarai sangat baik ,meskipun begitu masih banyak kekurangan
disetiap unit misalnya dalam pencetakan e ktp yang kurang lancar dikarenakan
jaringan yang kurang baik.karena sistem kinerja atau strategi kinerja yang baik akan
mencerminkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kuantitas

Di dalam suatu Lembaga ,khususnya kantor catatan sipil kabupaten manggarai
memiliki aktivitas kerja di setiap unit kerja masing masing,Adapun kerja yang mereka
hasikan itu tergantung situasional,karena di dalam suatu Lembaga dispenduk capil
tidak mencapai suatu ukuran berapa yang mereka harus kerjakan perharikarena
berbagai hambatan masalah yang muncul,bisa mengganggu aktivitas kerja mereka.
Ketepatan waktu

Suatu Lembaga pasti mengingginkan pekerjaan  selesainya tepat waktu, karena
professional dalam bekerja akan menujang sebuah kinerja yang baik sehingga pelayanan
yang diberikan dapat memuaskan masyarakat yang menerima pelayanan, beda di kantor
catatan sipil kabupaten manggarai ketepatan waktu dalam pelayanan itu tergantung
situasional seperti jaringan.jika jaringan kurang baik maka hasil yang mereka kerjakan
juga kurang memuaskan atau terlambat. Adapun kerja yang mereka lakukan itu diluar
jam kerja kantor para pegawai melakukan kerja diluar kantor yaitu turun di desa desa
untuk mengambil data masyarakat ,suapaya dapat meringankan masyarakat pada saat
menggurus administrasi kependudukan.

Kemandiran

Di suatu Lembaga harus memiliki rasa tanggung jawab dalam suatu pekerjan,di kantor

catatan sipil kabupaten manggarai mereka melakukan pekerjaan dengan rasa tanggung



jawab dan bekerja dengan sepenuh hati,karena mereka hadir untuk menjamin hak hak

capil masyarakat,sehingga rasa tanggung jawab dalam bekerja selalu ada

Maka dari itu dengan adanya rasa tanggung jawab itu akan menciptakan potensi strategi
kinerja yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat yang menggurus administrasi

kependudukan khususnya E -KTP.

6.2 SARAN

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka Peneliti memberi saran Strategi Pengkatan Kinerja

Pegawai Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

1. Dinas Penduduk dan pencatatan sipil kabupaten manggarai khususnya pegawai untuk
lebih giat dan lebih bertanggung jawab dalam melayani masyarkat ,demi terciptanya mutu

pelayanan yang baik.

2.Dinas Penduduk dan Pencatatn Sipil Kabupaten Manggarai untuk lebih memperhatikan
dan penambahan fasilitas kantor yang memadai supaya proses pelayanan Administrasi

Kependudukan berjalan dengan lancar.

3. Diharapkan penelitian ini berguna bagi semua pihak, Khususnya pegawai Dispenduk

Capil Kabupaten Manggarai dan bagi masyarakat serta pihak yang terkait lainya.
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